
BTJPATI SLEMAIY

PEMTURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 6c TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUT.AN BALAI LATIHAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 66 peraturan Daerah
Kabupaten sleman Nomor g rahun 2009 tentang organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten sleman perlu menetapkan
peraturan Bupati tentang pembentukan Barai Latihan Kerja.

Mengingat : 1' Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1g50 tentang pembentukan

Daerah Kabupaten daram Lingkungan Daerah rstimewa
Yogyakarta jo. peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1g50;' 2' Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2ao4 tentang pemerintahan

' Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3' Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009
tentang Pemberhentian sementara Bupati sleman provinsi

Daerah lstimewa yogyakarta;

4' Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor g Tahun 2009
tentang organisasi perangkat Daerah pemerintah Kabupaten
Sleman;

5' Peraturan Bupati Sleman l.lomor 20 Tahun 2009 tentang Uraian
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan sosial.



I,{EF,{UTUSI(AN:

MCNCTAPKAN : PEMTURAN BUPATI SLEMAN TEI'iTANG PEMBENTUKAN BALAI

[-ATIHAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial adalah Dinas Tenaga Kerja dan SosLl Kabupaten
Sleman.

2- Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman.
3. Sekretaris ialah Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman.
4' Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas

tel:nis operasional dan penunjang pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten

Sleman.

5. Balai Latihan Kerja adalah UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan
Sosial Kabupaten Sleman.

6. Kepala UPT ialah Kepala Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
Kabupaten Sleman.

V. Satuan organisasi adalah subbagian dan kelompok jabatan fungsional pada Balai

Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan sosiar Kabupaten Sleman.

8. Kepala safuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Balai Latihan Kerja
pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

{1) Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Balai Latihan Kerja.

12) Balai Latihan Kerja merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan

Sosial.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

1"1) Balai Latihan Keda sebagai unit pelaksana teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan

Sosial dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedr"rdukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretars.



(2) Balai Latihan Kerja mempunyai hrgas rnelaksanakan sebagian tugas teknis Dinas
Tenaga Kerja dan Sosialdi bidang pelatihan kerja.

(3) Balai Latihan Kerja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis pelatihan kerja;

b. penyelenggaraan pelatihan kerja;

c. penyelengaraan pengelolaan sarana pelatihan kerja;

d' penyelenggaraan fasilitasi uji teknis, uji keterampilan, dan sertifikasi
keterampilan;

e. penyelenggaraan ketatausahaan; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Balai Latihan Kerja terdiri dari:

a. Kepala UPT;

b. Subbagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala UpT.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh
tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab

kepada Kepala UPT rnelalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

(4) Bagan susunan organisasi Balai Latihan Kerja sebagaimana tersebut dalam
lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

URAIA},,I TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,

kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan

tugas satuan organisasi.



Pasat 6

.subbagian Tata usaha dalam melaksanakan tugas mempunyaifungsi:

a penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;

b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;

c penyelenggaraan urusan umum;

d penyelenggaraan urusan kepegawaian;

e penyelenggaraan urusan keuangan;

* @nyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;

g pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan

ih'l" ryaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Tata

Usaha.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Ke{lonnpok Jabatan Fungsional pada Balai Latihan Kerja terdiri dari jabatan

$ungsional tertentu dan/atau jabatan fu n g s iona I umum.

A (eitornpok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

tsdai Latihan Kerja sesuai dengan keahlian.

trl -,lbnts dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

TATA.KERJA

Pasal B

,ruepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan

aefr Kepala Dinas.

l(epab UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas

rdialrui Sekretaris secara berkala.

[a."



Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha rnengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan

:.qanisasi.

* u'enala Subbagian Tata Usaha dalam mengoorclinasikan pelaksanaan tugas setiap

s'ai.3n organisasi berdasarkan arahan Kepala UPT, dan wajib menyampaikan

:F0'an secara berkala.

Pasal 10

S-eial kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan

-'*-5erikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

* 3e: at xepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya

:3- -engambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-

, -: a^gan yang berlaku.

S,e: a: bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya

*'":enai langkah pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

. Pasal 1 1

' 3€* as kepala satt:an organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta

:{er.arggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat

: =,: a ,.,'aktunya.

* i"e: a! 'aporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan

::,?rJunakan sebagai bahan laporan kepada atasan sefta untuk memberikan

;':-,*; uk kepada bawahan.

!,=: ap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan

: s.arcaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai

* .* -ncol-l kerja.



BAts W

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

aeraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

l'6w setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

Jerqan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 22 oktober: 2oo9

WAKIL BUPATI SLEMAN,

SurCamEkan di Sleman.

&Ca tanggal " 'r'-* olrnr

SEqRFI'ARIS DAERAH

{(ABUFATEN SLEMAN,

$.JTRISNO

SERI'TA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAFIUN 2OOU NOMOR 1t7 SERI I)

SRI PURNOMO



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

..,EJM PI RAN PERATURAN BI.'PATI SLEMAfi
NOMOR I (= -.i_.-i: ?.ac
TANGGAL ,. 2i .,_.oce: zi.Cc

BAI-AI IATIHAN KERJA

KEPALA UPT

Subbagian Tata Usaha

Kelompok Jabatan
Fungsional

Garis Komando

Garis Koordinasi

SRI PURNOMO


